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BUPATI PESISIR BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 
NOMOR  18 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 

TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, PENILIK BANGUNAN 
GEDUNG, PENGAWAS DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, Pasal 

326 ayat (1) penyelenggaraan Bangunan Gedung 

yang termasuk didalamnya penerbitan Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG) dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan 

demikian Pemerintah/ Kota membentuk Tim 

Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik 

Bangunan Gedung, Pengawas dan Operator Sistem 

Informasi Manajemen Bangunan Gedung; 

 

  b.  bahwa berdasarkan Pasal 242 ayat (7) Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Bangunan Gedung, Besaran Honorarium Tim 

Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; 

 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang 

Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik 

Bangunan Gedung, Pengawas dan Operator Sistem 

Informasi Manajemen Bangunan Gedung; 

    
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), 

https://jdih.pesisirbaratkab.go.id/


https://jdih.pesisirbaratkab.go.id 

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT 
 

 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

 
  2.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5364); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533), sebagaimana   telah   

diubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6628); 

 

  6.  Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
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  7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

  8.  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 7); 
 

  9.  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 

23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 

13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 

23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76); 

 

  10. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir  Barat  

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten  Pesisir  Barat  Tahun 2017 Nomor 13, 

Tambahan  Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Nomor 37); 
 

  11. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat 

Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata  
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12.  

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

2022 Nomor 348); 
 

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 653 Tahun 

2022 tentang Standar Harga Satuan Pekerjaan 

Konstruksi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

Anggaran 2023; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG              

STANDAR HONORARIUM TIM PROFESI AHLI, TIM 

PENILAI TEKNIS, PENILIK BANGUNAN GEDUNG, 
PENGAWAS DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS 
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 

ANGGARAN 2023. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Pesisir Barat. 
 

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat. 
 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 
 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat. 
 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 

adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 
 

7. Dinas Teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang disingkat DPUPR yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Cipta Karya. Bidang Cipta Karya ini terdiri dari 3 

(tiga) seksi, yaitu: 

a. seksi tata bangunan dan pemukiman; 

b. seksi perencanaan bangunan dan pemukiman; 

c. seksi pengawasan, pengendalian bangunan dan 

pemukiman. 
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8. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA 

adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk 

oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk 

memberikan pertimbangan teknis dalam 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 
 

9. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT 

adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait 

penyelenggara Bangunan Gedung untuk 

memberikan pertimbangan teknis dalam proses 

penilaian dokumen rencana teknis Bangunan 

Gedung dan rencana teknis pembongkaran. 
 

10. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 

Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki 

kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah. 
 

 

11. Pengawas Dinas Teknis adalah Jabatan Fungsi dari 

DPUPR yang ditunjuk Kepala Dinas untuk 

membantu mengurusi urusan bangunan gedung di 

wilayah administratifnya. 
 

12. Operator Dinas Teknis adalah Jabatan Fungsional 

dari DPUPR Kabupaten Pesisir Barat yang ditunjuk 

oleh Bupati atas wewenangnya membantu Kepala 

Dinas PUPR mengurusi urusan bangunan gedung di 

wilayah administratifnya. 
 

13. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung 

yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem 

elektronik berbasis web yang digunakan untuk 

melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan 

Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Surat 

Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana 

Teknis Pembongkaran, dan Pendataan Bangunan 

Gedung disertai dengan informasi terkait 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 
 

14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat 

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 

atas dan latau di dalam tanah dan/atau air. 
 

15. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan 

pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan 

pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan 

pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran. 
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BAB II 
PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG 

 

Paragraf 1 

TIM PROFESI 
 

Pasal 1 
 

(1) Pemerintah Daerah memilih anggota TPA untuk 

bekerja di wilayah administratifnya dari basis 

data yang disusun oleh Pemerintah Pusat. 
 

(2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas Profesi Ahli dari unsur: 

a. perguruan tinggi atau pakar; dan 

b. Profesi Ahli. 
 

(3) Anggota TPA sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memiliki kompetensi yang meliputi bidang: 

a. arsitektur Bangunan Gedung dan perkotaan; 

b. struktur Bangunan Gedung; 

c. mekanikal Bangunan Gedung; 

d. elektrikal Bangunan Gedung; 

e. sanitasi, drainase, perpipaan (plumbing), 

pemadam kebakaran Bangunan Gedung; 

f. Bangunan Gedung Cagar Budaya; 

g. Bangunan Gedung Hijau; 

h. pertamanan atau lanskap; 

i. tata ruang dalam Bangunan Gedung; 

j. keselamatan dan kesehatan kerja; 

k. pelaksanaan Pembongkaran; dan/atau 

l. keahlian lainnya yang dibutuhkan. 

(4) TPA mempunyai tugas: 

a. memeriksa dokumen rencana teknis 

Bangunan Gedung terhadap pemenuhan 

Standar Teknis dan memberikan 

pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam 

proses konsultasi perencanaan Bangunan 

Gedung; dan 

b. memeriksa dokumen rencana teknis 

pembongkaran terhadap pemenuhan Standar 

Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan 

memberikan pertimbangan teknis kepada 

Pemohon dalam proses konsultasi 

Pembongkaran. 
 

(5) Hasil kerja TPA dituangkan secara tertulis dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 
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Paragraf 2 

TIM PENILAI TEKNIS 
 

Pasal 2 
 

(1) Anggota TPT meliputi: 

a. pejabat struktural pada organisasi perangkat 

daerah yang membidangi urusan Bangunan 

Gedung; 

b. pejabat fungsional teknik tata bangunan dan 

perumahan; 

c. pejabat struktural dari perangkat daerah lain 

terkait Bangunan Gedung; dan/atau 

d. pejabat fungsional dari organisasi perangkat 

daerah lain terkait Bangunan Gedung. 
 

(2) Pejabat struktural dan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat 

berasal dari Dinas Teknis yang membidangi: 

a. keselamatan dan kesehatan kerja; 

b. penataan ruang dan lingkungan; 

c. kebakaran; dan/atau 

d. ketenteraman dan ketertiban umum serta 

pelindungan Masyarakat. 
 

(3) TPT mempunyai tugas: 

a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan 

Gedung berupa rumah tinggal 

terhadappemenuhan Standar Teknis dan 

memberikan pertimbangan teknis kepada 

Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan 

Bangunan Gedung; 

b. memeriksa dokumen rencana teknis 

pembongkaran Bangunan Gedung berupa 

rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar 

Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan 

memberikan pertimbangan teknis kepada 

Pemohon dalam proses konsultasi 

Pembongkaran; dan 

c. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam 

klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas 

TPT dalam memeriksa dokumen rencana teknis 

dan dokumen rencana teknis pembongkaran 

dapat dibantu oleh TPA. 
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(4) TPT menjalankan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) secara profesional, objektif, tidak 

menghambat proses konsultasi PBG dan RTB, dan 

tidak mempunyai konflik kepentingan. 
 

(5) Penyampaian pertimbangan teknis dan/atau 

masukan dalam pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. pertimbangan teknis dan/atau masukan 

anggota  TPT sesuai dengan bidang keahliannya; 

dan 

b. pertanggungjawaban TPT sebatas pada 

pertimbangan teknis dan/atau masukan yang 

disampaikan. 

 

Paragraf 3 

PENILIK 
 

Pasal 3 
 

 

(1) Penilik ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 
dengan Keputusan Bupati. 

(2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki status kepegawaian sebagai pegawai 

Aparatur Sipil Negara. 

(3) Dalam hal jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

mencukupi, Penilik dapat berasal dari pegawai 

honorer yang diangkat oleh Pemerintah Daerah. 

(4) Penilik memiliki tugas untuk melakukan 

pemeriksaan Bangunan Gedung secara 

administratif agar Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang - undangan. 

(5) Penilik menjalankan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) secara profesional, 

objektif, dan tidak mempunyai konflik 

kepentingan. 

(6) Tugas Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilaksanakan pada masa: 

a. konstruksi; 

b. pemanfaatan bangunan gedung; dan 

c. pembongkaran. 

(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) huruf a, Penilik 
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melakukan inspeksi untuk mengawasi 

pelaksanaan PBG yang diterbitkan. 

(8) Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) meliputi: 

a. Pemilik menerima surat penugasan dari  Kepala 

Dinas Teknis; 

b. melakukan pemeriksaan kesesuaian 

pelaksanaan  konstruksi Bangunan Gedung 

terhadap PBG; 

c. membuat laporan hasil inspeksi dan 

mengunggahnya ke dalam SIMBG pada setiap 

tahapan pekerjaan pelaksanaan konstruksi; 

d. meminta justifikasi teknis kepada Pemilik 

dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara 

gambar rencana teknis (detail engineering 

design) dengan gambar rencana kerja (shop 

drawing) yang disebabkan oleh kondisi 

lapangan; 

e. memberikan peringatan kepada penyelenggara 

Bangunan Gedung dalam hal ditemukan 

ketidaksesuaian dengan dokumen PBG dan 

ketentuan manajemen keselamatan konstruksi; 

f. melaporkan hasil inspeksi kepada Kepala Dinas 

Teknis dan mengunggahnya kedalam SIMBG; 

g. menyaksikan pelaksanaan pengujian 

(commissioning test); 

h. membuat laporan hasil kesaksian pengujian 

(commissioning test) dan mengunggahnya ke 

dalam SIMBG; dan 

i. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan 

fungsi dalam hal Bangunan Gedung berupa 

rumah tinggal. 

(9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) huruf b, Penilik 

melakukan inspeksi dalam rangka pengawasan 

terhadap Pemanfaatan Bangunan Gedung. 

(10) Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) meliputi: 

a. Penilik menerima surat penugasan dari Kepala 

Dinas Teknis; 

b. melakukan pemeriksaan secara visual 

kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Gedung; 
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c. melakukan identifikasi Bangunan Gedung yang 

membahayakan pengguna dan lingkungan; 

d. membuat laporan hasil inspeksi dan 

mengunggahnya kedalam SIMBG; dan 

e. melaporkan kepada Kepala Dinas Teknis dalam 

hal ditemukan ketidaksesuaian Bangunan 

Gedung yang membahayakan pengguna dan 

lingkungan. 

(11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) huruf c, Penilik 

melakukan inspeksi untuk Pembongkaran 

Bangunan Gedung. 

(12) Tata cara pelaksanaan inspeksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (11) meliputi: 

a. Penilik menerima surat penugasan dari Kepala 

Dinas Teknis; 

b. memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan 

Pembongkaran dengan rencana teknis 

pembongkaran; 

c. membuat laporan hasil inspeksi dan  

mengunggahnya ke dalam SIMBG; dan 

d. melaporkan kepada Kepala Dinas Teknis dalam 

hal ditemukan ketidaksesuaian antara 

pelaksanaan Pembongkaran dengan rencana 

teknis pembongkaran. 

 

Paragraf 4 

PENGAWAS 
 

Pasal 4 
 

 

(1) Pengawasan konstruksi Bangunan Gedung berupa 

kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi atau 

kegiatan manajemen konstruksi pembangunan 

Bangunan Gedung. 

(2) Pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan 

kesesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan 

PBG. 

(3) Pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa 

pengawasan konstruksi atau manajemen 

konstruksi. 
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Paragraf 5 

OPERATOR 
 

Pasal 5 
 

Operator Dinas Teknis bertugas untuk : 

a. membantu Kepala Dinas Teknis dalam urusan 

administrasi penyelenggaraan pembangunan; 

b. melaksanakan pendataan dan panginputan data  

pembangunan Bangunan Gedung di wilayah 

administratifnya. 

BAB III 

STANDAR HONORARIUM  
 

Pasal 6 
 

(1) Honorarium diberikan sesuai dengan beban kerja 

dan pendanaannya mengacu pada standar biaya 

orang per bulan dan/atau orang per jam yang 

berlaku di Daerah. 

(2) Standar Honorarium sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan batas tertinggi pemberian 

honorarium yang dapat dilakukan oleh PD. 
 

Pasal 7 
 

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 8 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat. 

 
 

 

Ditetapkan di    Krui 
pada tanggal     1 Maret 2023 

 
BUPATI PESISIR BARAT, 
                 

                ttd 
 

AGUS ISTIQLAL 
 

 
Diundangkan di Krui 
pada tanggal   1 Maret 2023 

 
Plt.SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PESISIR BARAT, 
             

           ttd 
 

JALALUDIN 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 442 
 
 

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 
 

CHRISTIAN, S.H.,M.H. 
NIP. 19860425 200912 1 001 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR : 18 TAHUN 2023 
TENTANG : TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, PENILIK 

BANGUNAN   GEDUNG, PENGAWAS DAN OPERATOR SISTEM 
INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG 

 

BESARAN HONORARIUM TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, 
PENILIK BANGUNAN GEDUNG, PENGAWAS DAN OPERATOR 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG 
 

NO JABATAN 
BESARAN HONORARIUM 

(PERTITIK) 

1 Tim Profesi Ahli 
Rp. 700.000 

2 Tim Penilai Teknis 
Rp. 600.000 

3 Penilik Bangunan Gedung Rp. 400.000 

4 Pengawas Sistem Informasi 
Manajemen Pembangunan Gedung Rp. 600.000 

5 Operator Sistem Informasi Manajemen 

Pembangunan Gedung Rp. 600.000 

 
 
BUPATI PESISIR BARAT, 

 
                                                                           ttd 

 
AGUS ISTIQLAL 

 
 

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 
 

CHRISTIAN, S.H.,M.H. 

NIP. 19860425 200912 1 001 
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